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  ABSTRAK   • bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 
efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada pengguna 
layanan, Pemerintah Daerah perlu memperkuat keterpaduan layanan 
digital daerah melalui penyederhanaan akses, integrasi layanan, 
standardisasi aplikasi, keamanan informasi, dan pelindungan data 
pribadi. 

• bahwa penyelenggaraan layanan digital Pemerintah Kabupaten Bintan 
perlu diarahkan dalam satu kerangka manajemen layanan yang 
terintegrasi agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, 
pemeliharaan, dan evaluasi layanan digital tidak berjalan secara sektoral, 
terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan. 

   • Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD 1945; UU No.11 Tahun 2008; UU 

No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; UU 

No.30 Tahun 2014; UU No.27 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; PP 

No.5 Tahun 2006; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; PP No.95 

Tahun 2018; PERPRES No.39 Tahun 2019; PERPES No.132 Tahun 2022; 

PERPRES No.82 Tahun 2023; PERMENKOMINFO No.5 Tahun 2015; 

PERMENPAN RB No.5 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.59 Tahun 2020; 

PERBSSN NO.4 Tahun 2021; PER ANRI No.7 Tahun 2021; PERMENPAN RB 

No.7 Tahun 2022; PERBUP No.29 Tahun 2022; PERBUP No.47 Tahun 

2022. 

   • Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyelenggaraan Bintan 

Satu Akses dan Integrasi Layanan Digital Daerah . Terdapat 

beberapa bab pada Peraturan Bupati ini yaitu : Ketentuan Umum, 

Maksud Tujuan Prinsip dan Ruang Lingkup, Rekomendasi Teknis 

Integrasi dan Standar Teknis Integrasi, Pembangunan 

Pengembangan Pengadaan dan Pengoperasian Layanan Digital 

Pemerintah Daerah, Kode Sumber dan Dokumentasi Teknis, 

Interoperabilitas Keamanan Informasi dan Perlindungan Data 

Pribadi, Kedudukan bisa dalan SPBE Daerah, Tugas dan 

Tanggungjawab, Penyelenggaraan Bintan Satu Akses, Monotoring 

Evaluasi dan Pembiayaan, Kerja sama dan Pembiayaan, Sanksi 

Administratif, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan 

Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  18 Mei 2026 –   
Penjelasan : 0 hlm. 
 

 


